BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.823, 2016 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Agen.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR 31/KEP/M.PAN/5/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
AGEN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan
Fungsional Agen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi dan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali
Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional
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Mengingat

Agen dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5249);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan
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Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
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Menetapkan:

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR 31/KEP/M.PAN/5/2002
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN DAN ANGKA
KREDITNYA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen
dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
1. Agen adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
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kegiatan atau operasi intelijen.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan
kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan,
strategi nasional, dan pengambilan keputusan
berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang
terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian
dan peringatan dini dalam rangka pencegahan,
penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman
terhadap keamanan nasional.

Penyelidikan adalah salah satu tugas intelijen yang
melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk
memperoleh yang diperlukan (mengenai masalah
tertentu).

Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan untuk melawan dan menggagalkan
penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen oleh musuh,
bakal musuh atau pihak asing.

Penggalangan adalah semua usaha, pekerjaan dan
kegiatan untuk menciptakan kondisi yang
menguntungkan dalam mencapai tujuan.

Analisa produk intelijen adalah kegiatan yang
mencakup seleksi, evaluasi, interretasi, integrasi dan
menyimpulkan informasi yang diperoleh sehingga
menjadi intelijen.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dam/atau akumulasi nilai butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh agen dalam rangka
pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim Penilai Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

bertugas untuk menilai prestasi kerja agen.

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 ditambahkan huruf d,

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Jabatan fungsional agen terdiri dari agen terampil



